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ABSTRAK

Ewaprilyandi Fahmi Saputra (NIM: 205170237)
Tinjauan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023

Xi+119+lampiran+2024

Korupsi, Tindak Pidana Khusus, UU No. 1 Tahun 2023.
Dampak signifikan yang merugikan banyak aspek dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang diakibatkan
oleh tindak pidana korupsi membutuhkan pengaturan
khusus dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur terkait
tindak pidana korupsi, publik khawatir bahwa
kekhususan tindak pidana korupsi menjadi hilang dan
melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi yang selama ini telah berkembang dari masa ke
masa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan
mengkaji aspek hukum dari pengaturan tindak pidana
korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam UU No. 1
Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian normatif, dengan mengumpulkan data dari
berbagai sumber hukum, termasuk UU No. 1 Tahun 2023
dan literatur hukum terkini. Pendekatan ini bertujuan
untuk memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai landasan hukum dan perkembangan regulasi
tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, tindak pidana
korupsi tetap dikategorikan sebagai tindak pidana khusus
yang penanganannya mengacu pada ketentuan
perundang-undnagan khusus terkait tindak pidana
korupsi. Mengingat bahwa dalam prinsip hukum,
terdapat asas lex specialis derogat legi generalis, maka
ketentuan khusus terkait tindak pidana korupsi dapat
mengenyampingkan ketentuan umum seperti di dalam
UU No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian, pengaturan
tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023
dilakukan dalam rangka kodifikasi peraturan pidana di
Indonesia sehingga keseluruhannya terintegrasi dalam
UU No. 1 Tahun 2023 tersebut.
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ABSTRACT

Ewaprilyandi Fahmi Saputra (NIM: 205170237)

Legal Review of the Regulation of Corruption Crimes as
Special Crimes in Law Number 1 of 2023
Xi+119+attachment+2024

Corruption, Special Crimes, Law Number 1 of 2023.
The significant impact that is detrimental to many
aspects of national and state life resulting from criminal
acts of corruption requires special arrangements in
efforts to prevent and eradicate it. Since the enactment of
Law Number 1 of 2023 (UU No. 1 of 2023) which
regulates criminal acts of corruption, the public is
concerned that the specificity of criminal acts of
corruption is being lost and weakening efforts to
eradicate criminal acts of corruption which have been
developing over time. This thesis aims to analyze and
examine the legal aspects of the regulation of criminal
acts of corruption as a special criminal act in Law no. 1
of 2023. This research uses normative research methods,
by collecting data from various legal sources, including
Law no. 1 of 2023 and the latest legal literature. This
approach aims to provide a comprehensive picture of the
legal basis and development of regulations for criminal
acts of corruption. The results of this research show that
based on Law no. 1 of 2023, criminal acts of corruption
are still categorized as special criminal acts whose
handling refers to special statutory provisions related to
criminal acts of corruption. Considering that in legal
principles, there is the principle of lex specialis derogat
legi generalis, special provisions related to criminal acts
of corruption can override general provisions such as in
Law no. 1 of 2023. Thus, the regulation of criminal acts
of corruption in Law no. 1 of 2023 was carried out in the
context of codifying criminal regulations in Indonesia so
that all of them are integrated in Law no. 1 of 2023.
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